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PE&IERINTAH KABUFATEN DAERAII TINGKAT II PATI

PERATURAN DAERAH KAtsUPATI,:N DAERAI"I TINGKAT II PATI

NOFIOR 5 I'AHL'N .I.994
.f 

ENl ANG

F}AJAK ITEKLAMH

DENGAN RA}II,IAT 'TUHAN YANG I{AHA ESA

BUPAI'I KEFALA DAERA}I INGKAT II PATI

flenimbeng : a. bahwa dengari L.elah diretapkannya Undang-undang

Nomor 18 Tahun L997, tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah, Perat,uran Daerah tsntang Pajak
Reklante 1rerlu disesuaikan i

b. bahwa untuk nelaksanakan panyesuaian sebagai-
mana dimaksud huruf a perLu mengatur kembali
Pajak RekLamls yang diietapkan dengan Peraturan
Daerah

t'lerrEi ngat L - Undang-undang Nomor L3 ]'alrun L950 t'entang Frem*

bentukan Dae'rah-daerah Kabupaten daLam Ling*
kungan Prapinsi Jawa Tengah ( Berita Negara
Tahun 1950 ) ;

:

nil

2- Undang-urrdang Nomor 5

Pokok-pokok f''eEnerintahan

Negara Tahun 1974 Ncmc,r

Hegara t'lsmor ,5037 ) ;

Tahun L974 tentang
*j:' Daerah ( Lembaran

38, Tambahan Lernbaran

s- unoang----rt---
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Undang-undang Nomor lA Tahun LggT
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (
Negara Tahun L997 Nonor 41, Tambahan
Negara Homor 3685 ) ;

Undang-undang Nomor L9 Tahun 1997
Penagihan Pajak dengan Surat Faksa (
Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan
Negara Nomor 35a6 ) ;

tentang
Lembaran
Lembaran

tentang
Lembaran
Lsmbaran

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun Lggz
tentang Pajak Daerah ( Lembaran Hegara
Tahun L99V Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3591) ;

Keputusan Flenteri Dalam f{egeri Nomor A4
Tahun 1993 tentang Bentuk Feraturan Daerah dan
Peraturan Daerah Perubahan ;

A- Keputusan Flenteri Dalam Negeri Nomor 1TO Tahun
1997 tentang Pedoman Tata Cara pemungutan pajak
Daarah i

9. Keputusan Henteri Dalam Negeri Nomor 179 Tahun
1997 tentang Tata Cara pemeriksaan di Bidang
Pajak Daerah ;

1O-Feraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Fati Nomor 3 Tahun l9A9 tentang penyidik pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Femerintah Kabupaten
Daerah Tingkat If Pati -

Dengan Persetujuan Denan

Daerah Tingkat ff Pati -

Daerah KabupatenFerurakilan Rakyat

HEMUTUSKAN -.-q.--



Menetapkan :
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HEHUTUSKAN

PERATURA}I DAERAH KABUPATEN

PATT TENTANG PAJAK REKLAME.

DAERAH TTNGKAT rI

BAB

KETEHTUAN L,I'IUI'I

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah
dengan :

ini yang dinaksud

a- Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat rr pati ;
b- Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten

Daerah Tingkat fI pati ;
c- Bupati Kepara Daerah adalah Bupati Kepala

Daerah Tingkat ff pati ;
d- Dinas pendapatan Daerah adalah Dinas pendapatan

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ff pati ;
e- Pajak Rekrame yang selanjutnya disebut pajak

adalah pungutan Daerah atas pnyelenggaraan
Reklame ;

f- Reklame adalah benda, arat perbuatan atau Media
yang menurut bentuk, susunan dan ragamnya untuk
tujuan komersial, dipergunakan untuk mem_
perkenalkann menganjurkan atau memujikan suatu
barang" jasa atau orang, ataupun untuk menarik
perhatian umum kepada suatu barang, iasa atau
orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat,
dibacao dan atau didengar dari suatu tempat oreh
umum, kecuari yang dirakukan oreh pemerintah ;

g- Panggung,/l0kasi reklame adalah suatu sarana atau
tempat pemasanEan satu atau beberapa buah
reklame ;

h- Penyelenggara rekrame adalah perorangan atau
badan hukum yang menyelenggarakan reklame
baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk
dan atas nama pihak lain yang menjadi
tanggungannya ;

i- Kawasan -.4.-,
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i' Kawasan/zone adalah batasan-batasan nirayah
t'ertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah
tersebut yang dapat dipergunakan untuk
pemasangan reklame ;

j- Nirai JuaL obyek pajak Reklame adalah keseruruhan
pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan
oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame
termasuk daram har ini adalah biaya/harga beri
bahan rekramen konstruksi instarasi ristrik,
pembayaran/ongkos perakitan, p€mancaran, p€rragaan,
penayangan, pengecatan, pemasangan dan trans-
portasi pengangkutan, dan lain sebagainya sampai
dengan bangunan rekrame selesai, dipanearkann
diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang
ditempat yang telah diijinkan ;

k. Nilai strategis titik reklame adalah ukuran nilai
yang ditetapkan pada titik rokasi pemasangan
reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan
pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek
kegiatan dibidang usaha ;

1- Surat pemberitahuan pajak Daerah yang
seranjutnya disingkat sprpD adarah surat yang
digunakan oleh hlajib pajak untuk melaporkan
perhitungan dan pembayaran trajak yang terutang
menurut peraturan perundang-undangan perpajakan
Daerah ;

m- Surat Setoran Fajak Daerah, yang selanjutnya
disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh
hlajib Fajak untuk melakukan pembayaran atau
penyetoran pajak yanE terutang ke Kas Daerah atau
ketempat lain yang ditetapkan oleh Bupati Kepala
Daerah ;

n- surat Ketetapan paJak Daerah yang seranjutnya
disingkat SKPD adaLah Surat Keputusan yang
menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang-

o- $urat .4 -
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$urat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat
Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Fajak
yang terutangn jumlah kredit pajak" jumlah
kekurangan pembayaran pokok Pajakn besarnya
sanksi administrasi dan jumLah yang masih harus
dibayar;
Surat Ketetapan Fajak Daerah Kurang Bayar Tambah
an yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah
$urat Keputusan yang menentukan tambahan atas
jumlah Pajak yang ditetapkan ;
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayarn yang
selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat
Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pem-

bayaran Pajak yang karena jumlah kredit pajak
lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak
seharusnya terutang ;

Surat Ketetapan Fajak Daerah Nihiln VaDg
selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat
Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang
terutang sama hesarnya dengan kridit pajakn atau
Fajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;

Surat Tagihan Fajak Daerah yang selanjutnya di-
singkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan
pajak atau sanksi administ.rasi berupa bunga
dan atau denda.
Pejabat adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati
Kepala Daerah-

BAB II
NAI'IA. OBYEK DAN SUBYEK FAJAK

Pasal 2

(1) Dengan nama Pajak Reklame dipunEut
setiap penyelenggaraan reklame.

pajak

(z) Obyek Pajak adalah semua

Reklame -

penyelenggaraan

t-

(3) Penyelensgara - -.4 -
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(3) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) Pasal ini meliput,i :
a- Reklame Papan./Aillboard,/fv{egatron ;
b- Reklame Kain ;
c- Reklame t'lelekat (stiker) ;
d- Reklame Selebaran i
e. Reklame Berjalan, termasuk pada Kendaraan ;
f - Reklame Udara t
g- Reklame Suara ;

h- Reklame Film/Slide ;
i- Reklame Peragaan.

Pasal 3

Dikecualikan dari Obyek pajak adalah :

a- Penyelenggaraan Rekrame oleh pemerintah pusat dan
Pemerintah Daerah ;

b- Penyelenggaraan reklame melalui televigi, radion
warta harian ;

c- Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan
oleh Bupati Kapala Daerah.

Pasal 4

(1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan
yang menyelenggarakan atau m€masang Reklame-

(2) tdajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan
yang menyelenggarakan reklame-

BAB III
DASAR trENGENAAN DAN TARTF PAJAK

Pasal s

(1) Dasar pengenaan pajak adaLah nilai seufa Reklame-

{2) Nilai - - -4. .
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{2) Nilai $ewa Rekrame sebagaimana dimaksud pada
ayat (r) pasal ini dihitung berdasarkan p€ma-
sangan, lama pemasangan, nilai strategis" lr:kasi
dan jenis Reklame-

(5) Dalam hat Reklame diselenggarakan oleh orang
pribadi atau badan yang memanfaatkan Reklame
untuk kepentingan sendiri" maka nilai se*a
Reklame dihitung berdasarkan besarnya biaya
pemasangan, pemeliharaan, Iama pemasangan, nilai
strategis, lokqasi dan jenis Reklame-

(4) Dalam hal Reklame diserenggarakan oleh pihak
Ketiga, maka nilai se*a Reklame ditentukan
berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa
Pjak,/masa penyelenggaraan Reklame dengan merlp€rr-
hatikan biaya pemasanEan, pemeliharaan, lamanya
pemasangan, nilai st,rategis, lokasi dan jenis
Reklame -

(5) Hasil perhitungan nilai
dimaksud pada ayat- tZ)
Tabel dan ditetapkan
Kepala Daerah-

selra Reklamr sebagaimana
dinyatakan dalam bentuk

dengan Keputusan Bupati

Pasal

Tarip pajak ditetapkan sebesar ?S&
persen).

(dua puluh lima

BAB IV
WTLAYAH PEP{UNGUTAN DAN

CARA PEHGHTTUNGAN trAJAK

PasaL T

terutang dipungut diwilayah Daerah-(1) Fajak yans

(z) Besarnya .--4.
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(2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara
mengalikan Tarip pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 peraturan Daerah ini dengan Dasar
Fengenaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5
Feraturan Daerah ini -

BAB V

I'IASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTAHG

DAN SURAT PE}"IBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal [l

Masa Pajak adal-ah jangka naktu yang r.amanya sama
dengan jangka waktu penyelenggaraan Reklame-

Fasal 9

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat
penyelenggaraan Reklame-

Pasal 10

(1) Setiap h|ajib pajak wajib mengisi spTpD

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat {1) pasal
ini harus diisi dengan jelas, benar dan }engkap
serta ditandatangani oleh $ajib pajak atau
Kuasanya -

(3) SPTPD sebegaimana dimaksud pada ayat 91) harus
disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah
selambat*lambatnya 1s (lima blas) hari setelah
berakhirnya masa trajak.

{4) Bentukn isi dan tatacara Fngisian SpTpD
ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah-

BAB vr --- 4--
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BAB VI
TATA CARA PERHITUHGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal t1

(1) Berdasarkan sprFD sebagaimana dimaksud
Pasa1 €S" ayat (l) peraturan Daerah ini
Kepala Daerah menetapkan pajak terutang
menerbitkan SKpD-

dalam
Bupati
dengan

(2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (t)
Pasal ini tidak atau kurang dibayar seterah
lewat t*akt.u paling lama S0 {tiga puluh) hari
sejak sKpD diterima dikenakan sanksi administra-
si berupa bunga sebesar ? % (dua persen) seburan
dan ditagih dengan menerbitkan STFD-

Pasal L2

{r} Hajib pajak yang membayar sendiri sprpD sebagai-
mana dimaksud dalam pasal €& ayat (1) perat,uran
Daerah digunakan untuk menghitung" memperhitung-
kan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.

(2) Dalam jangka wakt,u 5 (tima) tahun sesudah saat
terutangnya pajak, Bupati Kepala Daerah dapat
menerbitkan:
a. SKFDKB ;
b. SKPDKBT

e- SKPDN-

{3} SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat {Z) huruf
a Fasal ini diterbitkan :
a- Apabira berdasarkan hasir pemeriksaan atau

keterangan Lain pajak yang terutang tidak
atau kurang bayarn dikenakan sanksi admi_
nistrasi berupa bunga sebesar 2? (dua persen)
sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau
terlambat dibayar untuk jangka waktu paling
lama 24 {dua puluh empat) bulan dihitung
sejak saat terutangnya pajak.

b. Apabita --{5.--
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b- Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka
waktu yang ditentukan dan telah ditegur
secara tertulis, dikenakan sanksi administra-
si berupa bunga sebesar ZZ {dua persen)
sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau
terlambat dibayar untuk jangka waktu paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung
sejak saat terutangnya pajak-

c- Apabila kewajiban mengisi SFTPS tidak
dipenuhi, pajak yang terutang dihitung s€,cara
jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi
berupa kenaikan sebesar Z5t ( dua puluh lima
persen) dari pokok pajak ditambah sanksi
administrasi berupa bunga sebesar ZZ (dua
persen) sabulan dihitung dari pajak yang
kurang atau terlambat dibayar untuk jangka
waktu paling lama 24 ( dua puluh empat) bulan
dihitung sejak saat terutangnya pajak-

(+) SKPDKET sebagaimana dimaksud pada ayat (z) huruf
b Pasal ini diterbitkan apabila ditemukan data
baru atau data yang semula belum terunEkap yang
menyebabkan penambahan jumlah pajak yang ter*
utang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa
kenaikan sebesar 1OO% ( seratus persen ) dari
jumlah kekurangan pajak tersebut.

(5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (z) huruf c
Pasal ini diterbitkan apabila jumlah pajak
yang terutang sama besarnya dengan jumrah kredit
pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada
kredit pajak-

(e) Apabila -q- -
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{6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam
SKFDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

b Pasal ini tidak atau tidak sepenuhnya
dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentu-
kann ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah
dengan sanksi administrasi berupa bunga Zg ( dua
persen ) sebulan-

(7) Penambahan jumlah pajak yang terutang
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak
dikenakan apabila t{ajib pajak melaporkan sendiri
sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan-

BAB VTT

TATA CARA FEI,IBAYARAN

Pasal l3

{1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau
tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati Kepa3.a
Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam sprpD,
SKPD, SKPDKB, $KPDKBT dan STPD-

(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat 1ain
yang ditunjuk, hasil penenimaan pajak harus
disetor ke Kas Daerah selambat*lambatnya 1 x 24
jam atau dalam r+aktu yang ditentukan oleh Bupati
Kepal;r Daerah.

(5) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (Z) pasal ini dilakukan dengan
mengEunakan SSPD-

Fasal L4

(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau
lunas.

(2) Bupati ---4-
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(2) Bupati Kepala Daerah dapat memberikan persetu-
juan kepada Wajib Fajak untuk mengangsur pajak
terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah
memenuhi persyaratan yang ditentukan.

{5} Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat {2) Pasal ini, harus dilakukan secara
teratur dan berturut-turut dengan dikenakan
bunga sebesar Z % ( dua persen ) sebu).an dari
jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar_

(4) Bupati Kepala Daerah dapat memberikan persetu-
juan kepada Hajib Pajak untuk menunda pembayaran
pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah
memenuhi p€rsyaratan yang ditentukan dengan
dikenakan bunga 2 3 (dua persen) sebulan jumlah
pajak yang belum atau kurang dibayar-

(5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda
pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran
dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (Z)
dan alrat (4) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati
Kepala Daerah-

Pasal 15

{1} Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal t@ Peraturan Daerah ini diberikan
tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku
penerimaan-

{2) Bentuk, jenis, isi" ukuran tanda bukti pem*

bayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan
oleh Eupati Kepala Daerah,

BAB vrrr " - -f5- -
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BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN FAJAK

Pasal 16

(1) $urat Teguran atau Surat peringatan atau surat
lain yang sejenis sebagai awal tindakan
pelaksanaan penagihan pajak dikeLuarkan 7

{tujuh} hari sejak saat jatuh tempo pembayaran-

(2) Dalam jangka uaktu 7 { tujuh } hari setelah
tanggal surat reguran atau surat, peringatan atau
surat lain yang sejenis, lrlajib pajak harus
melunasi pajak yang terutang-

{3) surat regurann $urat peringatan atau surat lain
yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (f)
Fasal ini dikel"uarkan oleh pejabat.

Pasal L7

(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar
tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana
ditentukan dalam $urat Teguran atau Surat.
Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah
pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat
Paksa -

{2} Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah
Iewat 2L {dua puluh satu) hari sejak tanggal
Surat Teguran atau Surat peringatan atau surat
lain yang sejenis-

Pasal 18

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi
dalam jangka waktu ? x 24 jam sesudah tanggal pem*
beritahuan surat Paksa, pejabat segera menerbitkan
Surat Ferintah l*lelaksanakan penyitaan-

Pasar ---ff-
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Pasal 19

Setelah dilakukan Fenyitaan dan
juga melunasi utang pajaknya
( sepuluh ) hari sejak tanggal
Perintah lv{elaksanakan Penyitaann
permintaan penetapan tanggal
Kantor Lelang Negara-

ttlajib Pajak belum
setelah Lenat 10
pelaksanaan Surat

Pejabat mengajukan
pelelangan kepada

PasaI

$etelah Kantor Lelang Hegara menetapkan hari,
tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang" Juru
Sita memberitahukan dengan segcrra secara tert.ulis
kepada Wajib Pajak-

Pasal 2L

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan
untuk pelaksanaan penagihan pajak Daerah ditetapkan
oleh Bupati Kepala Daerah-

BAB TX

PENGURANGAN, KERTNGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 22

(1) Bupati Kepala Daerah berdasarkan permohonan
Wajib Pajak dapat memberikan pengurangEff, ke-
ringanan dan pembebasan pajak-

(2) Tata Cara pemberian pengurangann keringanan dan
pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} Fasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala
Daerah -

8AB X
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BAB X

TATA CARA PEFIBETULAN, PEI"{BATALAN.

PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU

PENGURANGAN SANKST ADHINISTRAST

Pasa} 23

{1) Bupati Kepala Daerah karena jabatan atau atas
permohonan hfajib Paiak daPat i
a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT

atau STPD yan€t dalam penerbitannya terdapat
kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau
kekeliruan dalam penerapan paraturan
perundang-undangan perpajakan daerah-

b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak
yang tidak benar;

c- mengurangkan atau menghapuskan sanksi
administrasi bertlpa bunga , denda dan

kenaikan paiak yang terutang dalarn hal sanksi
tersebut dikenakan karena kekhilafan ${aiib
Pajak atau bukan karena kesalahannya-

{?) Permohonan pembetulan, pembatalann pengurangan

ketetapan dan penghapusan atau pengurangan

sanksi adninistrasi atas SKPD, SKPDKB' SKPDKBT

dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh
lrlajib Fajak kepada Bupati KepaLa Daerah atau
Fejabat selambat-lambatnmya 3O {tiga pu}uh) hari
sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT

atau STPD dengan memberikan alasan yang ielas-

(3) Bupati Kepala Daerah atau Pejabat paling l"ama 5
(tiga) bulan seiak surat permohonan sebagaimana

dimaksud pada ayat {2) Pasa} ini diterima sudah

harus memberikan kePutusan

(4) Apabila -.4..
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(4) Apabila setelah tewat waktu S (tiga) bulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (g) pasal ini
Bupati Kepala Daerah atau pejabat tidak
memberikan keputusan" permohonan pembetulan,
pembatalan, pengurangan ketetapan dan pengha-
pusan atau pengurangan sanksi administrasi
dianggap dikabulkan-

BAB XI
KEBERATAN DAN BAHDII.IG

Pasa} 24

{r} Hajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya
kepada Bupati Kepala Daerah atau pejabat atas
suatu :

a- SKPD ;
b. SKPDKB ;
c. SKPDKBT ;
d. SKPDLB

e. SKPDN ;

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) Pasa} ini harus disampaikan seeara
tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama S

{ tiga ) bulan sejak tanggal SKPD, $KPDKB,
SKPDLB dan SKFDN diterima oleh htajib pajak"
kecuali apabila Frajib pajak dapat menunjukan
bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi
karena keadaan di luar kekuasaannya-

{3) Bupati Kepala Daerah atau pejabat daram jangka
waktu paling lama LZ (dua belas) bulan sejak
tanggal surat permohonan keberatan sehagaimana
dimaksud pada ayat (z) Fasal ini diterima, sudah
harus memberikan keputusan-

{4) Apabita - rtf . -
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{4) Apabila sete}ah lewat waktu lZ tdua belas) bulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (g) Fasal ini
Bupati Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberi-
kan keputusann pernohonan keberatan dianggap
dikabulkan-

t5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) PasaL ini tidak menunda kewajiban
membayar pajak-

Fasal 25

(1) blajib Pajak dapat mengajukan banding kepada
Badan Penyelesaian $engketa Pajak dalam jangka
waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya
keputusan keberatan-

(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) Pasal ini tidak manunda kewajiban membayar
pajak -

Pasal

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal A&. Peraturan Daerah ini atau banding
sebagaimana dimaksud dalan trasal Eg Peraturan Daerah
ini dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan
pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah
imbalan bunga sebesar 2 :b {dua persen) sebulan untuk
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan-

BAB VIII
PENGEHBALIAN KELEBTHAN PEHBAYARAN PAJAK

Fasal 27

(1) ulajib Pajak dapat mengajukan permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada
Bupati Kepala Daerah atau Pejabat, secara
tertulis dengan menyebutkan sekurang*kurangnya :

a- Nama --q-

l
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a- Nama dan alamat Wajib pajak ;
b- Masa Pajak ;
c- Besarnya kelebihan pembayaran pajak ;
d- Alasan yang jelas-

(2) Bupati Kepala Daerah atau pejabat dalan jangka
waktu paling lama LZ {dua be}as) bu}an sejak
diterimanya permohanan pengembaLian kelebihan
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat,
(f) Pasal ini harus menberikan keputusan_

(5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat {Z) pasaL ini dilampaui Bupati Kepa}a
Daerah atau pejabat t,idak memberikan keputusan,
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus
diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu)
bulan -

(+) Apabila t{ajib pajak roempunyai utang pajak
lainnya ketebihan pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (") pasal ini langsung diper-
hitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang
pajak dimaksud.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilaku-
kan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKFDLB dengan menerbitkan surat
Perintah t'{embayar Kelebihan pajak (SpttKp) -

(5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak
dilakukan setelah lewat waktu Z (dua) bulan
sejak diterbitkannya SKPDLBn Bupati Kepala
Daerah atau trejabat mernberikan imb,alan bunga
sebesar z % (dua persen) sebulan atas
keterlambatan pembayaran kelebihan pajak-

Pasar ---$fr.
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PasaI

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan
dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 ayat (4) peraturan Daerah ini p€m*
bayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan
bukti pmindahbukuan juga berlaku sebagai bukti
pembayaran.

BAB XTIT
KEDALUhIARSA

Pasal 29

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa
setelah melampaui jangka waktu s {lirna} tahun
terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali
apabila Wajib pajak melakukan tindak pidana
dibidang Perpajakan Daerah-

t2) Kedaluwarsa pnagihan pajak sebagaimana dimaksud
ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
a- Diterbitkan surat reguran dan surat paksa

ataun
b- Ada pengakuan utang pajak dari ${ajib pajak

baik langsung maupun t,idak langsung-

BAB XIV
KETENTUAN FTDANA

Pasal SO

(1) rrtajib Fajak yang karena kealpaannya tidak
menyanpaikan SpTpD atau mengisi dengan tidak
benar atau tidak lengkap atau nelampirkan
keterangan yang tidak benar sehingga merugikan
keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana
kurunEan paling lama f (satu) tahun dan atau
denda paling banyak 2 (dua) kati jumlah Fajak
yang terutang-

(2) hrajib --4--
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{2} Hajib pajak yang dengan sengaja tidak
menyampaikan sprpD atau mengisi dengan tidak
benar atau tidak lengkap atau melampirkan
keterangan yang tidak benar sehingga merugikan
keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana
penjara paling rama 2 (dua) tahun dan atau denda
paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang
terutang.

pasal Sl

Tindak pidana sebagaimana dimaksud daram
Pasal 30 peraturan Daerah ini tidak dituntut seterah
melampaui jangka naktu ro {sepuluh) tahun sejak saat
terutangnya pajak atau berakhirnya Hasa pajak-

BAB XV

PENYTDTKAN
Pasa} Sz

(1) pejabat pegawai Negeri sipit tertentu diri-
ngkungan pemerintah Daerah diberi urew€rnang
khusus sebagai Fenyidik untuk melakukan
penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan
daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang
Nomor I Tahun 19Al tentang Hukum Acara pidana-

{2) fifewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pasal ini adalah :

a- menerima, mencari, Itnengumpulkan, dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan
tindak pidana dibidang Ferpajakan Daerah agar
keterangan atau }aporan tersebut menjadi
lebih lengkap dan jelas ;

b- meneliti - - 4- -
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meneliti, mencari, dan mengumpulkan ke_
terangan mengenai orang pribadi atau badan
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana perpajakan
Daerah tersebut ;

menerima keterangan dan bahan bukti dari
orang pribadi atau badan sehubungan dengan
tindak pidana di bidang Ferpajakan Daerah ;

c.

d- memeriksa buku-buku, catatan-catat,an dan
dokumen-dokumen rain berkenaan dengan tindak
pidana dibidang perpajakan Daerah ;

e- rnelakukan penggeledahan untuk mendapatkan
bahan bukti pembukuan, pencatatan" dan
dokumen-dokumen lain, serta melakukan Fnyi_
taan terhadap bahan bukti tersebut ;

f- meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di
bidang Perpajakan Daerah ;

g- menyuruh berhenti, melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang dan atau dokumen yang dibawa
sebagaimana dimaksud pada huruf e ;

h- memotret seseorang yang berkaitan dengan
tindak pidana perpajakan daerah ;

i- memanggil orang untuk didengar keterangannya
dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi i

menghentikan penyidikan ;

k- melakukan - - 16r -.
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k- melakukan tindakan lain yang perlu
untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan Daerah menurut hukum yang
dapat dipertanggungjawabkan ;

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (t)
Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan
dan menyampaikan hasit penyidikannya kepada
Fenuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam undang-undang Nomor g rahun 19g1
tentang Hukum Acara tridana-

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal Ss

{r} Bupati Kepa}a Daerah atau pejabat berwenang
melakukan pembongkaran atas pemasangan reklame
yang tidak sesuai dengan aspek keindahan,
ketertiban umum, keamanan, kesopanan" kesusilaan
dan kesehatan serta yang telah habis masa
berlakunya ijin tetapi belum dibongkar-

(2) Pelaksanaan pembongkaran sebagaimana dimaksud
ayat {1) Fasal ini dirakukan sleh Dinas teknis
yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah-

(3) Bahan*bahan bekas reklame yang telah dibongkar
berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat
(r) dan ayat {z) pasar ini menjadi milik daerah.

BAB xvrr ...$.--
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BAB XVTT

K I T !-:- NTiJA ii :]'::i t,: i: :i-. i,:+

p*sell 
:11,"

Dengan ber^t.r|1 q-ri11r;,, t:rei-iitu.arr Saerah ini Fei ai:uran
Daei';rh K.ub.tpat,eii D*.,r'irh Tingk.ri r{ F,ati Nom.r 1z'lahun -13-ll tl;.rtc.tng l,leirrg;iclatkai-, <Jan Herrarik Frajak
Rekl.ane be:nrt; pci^ub*h:rt.,t-rys i!:-riyatakarr t,i_Jak berla_
ku-

FasaL ttr

Pel.al,lsanaan Fnt-;ituran $n.ei-ai:
Bupati Keip:rJ ;r $a.er.arh_

i ni di tetapkan o,Ieh

Fe';3f 3e

Peralur'an Dac:^.r.!r i*n,i il:u];;i L.,;rlaku pada tanggal
dii:nr1*.ngk::r:_

Agar supcrya sr"-ti;rp criirig dapaL mengetahuinya
merncrintaiika,r: pengund:ngan ,[:]er-aguran Daerah inidengen p*n*ntp{it..i*:rir;1 iJal-lm Le,rni.;aran Daerah _*abupa*ten D'.rereir l-il:;1!,r.r.t I: p*ti.

Ditetapkan di pabi
pada tangg.e,I 16 Ftaret L99B

RAt(yAr DAERATT GUFI "tii;;r,iir_e. DAERAH rrNGKAr rr
TII'{GKIiT Ir ;IArr i FAII'i

$ eg ari

21 fuiana Qo '
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATFN DAERAH TINGKAT TI PATT

NOMOR 3 IAHUN 1998
TENTANG

PAJAK REKLAI'IE

I- U H U 14

Dalam rangka mendukung perkembangan otonomi Daerah
yang nyata, dinamis, s€rasi dan bertanggung jawab dengan
titik berat pada Daerah Tingkat rr pembiayaan pemerintah dan
pembangunan Daerah yang bersumber dari pendapatan AsLi Daer_
Eh, khususnya yang berasal dari pajak Daerah, pengaturannya
perlu lebih ditingkatkan ragi- sejalan dengan semakin mening-
katnya pelaksanaan pembangunan dan pemberian perayanan kepada
masyarakat serta usaha peningkatan pertulnbuhan perekonomian
Daerah' diperlukan penyediaan sumber-sumber Fendapatan Asli
Daerah yang hasilnya semakin meningkat pula-

Dengan diterbitkannya Undang-uncjang Nomor 1g Tahun LggT
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka peraturan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat rr pati yang mendasari pemun-
gutan Fajak Reklame yang seLama ini berlaku, yakni peraturan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat fI pati l.lomor L7 Tahun Lg72
tentang Hengadakan tJan l'lenarik Paiak Reklame dan perubahannya
perlu disesuaikan.

II. PENJELASAN PASAL DEI4I PASAL.

PasaI

PasaI

Pasal

I

2 ayat (1) dan (Z)

" 
ayat (3)

: Cukup Jelas-

: Cukup jelas

: a- Reklame papan (Billboard)
adalah reklame yang dise-
lenggarakan dengan menggu -
nakan bahan kayu, kertas,

plastik 4--.
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plastik, fibre gLass, mika,
plastik kaca, batu, logam,
alat penyinar at,au bahan

lain yang sejenis yang ber-
bentuk Lampu piiar atau
alat lain yang bersinar
yang dipasang pada tempat
yang disediakan (bardi ri
senuiii) atau dengan "t."
diganLurtgkan atau ditemPel-
kan;

b- Reklame kain adalah reklame
yatlg diselenggarakan dengan

nenggunakan bahan kain,
karet atau bahan lain Yang

sejenis dengan itu-

c. Relclame melekat (stiker)
adalah reklame yang berben-
tuk lembaran lepas, dise-
lenggarakan dengan cara
diberikan atau dapat dimin-
ta untuk di temPel kan,
dipasang, digantungkan Pada

suatu benda milik Pribadi
atau prasarana umum;

'w- 
d - RekLame selebaran adalah

reklame yang berbentuk
lembaran lepas diselenggar-
akan dengan cara diberikan
atau dapat diminta dengan

ketentuan tidak untuk
di tempelkan " di lekatkan,
dipasang, digantungkan Pada

suatu benda lain;

e- RekLame -q
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e- Reklame berjalan/kendaraan

adalah reklame yang ditempat*
kan atau elitempelkan pada
kendaraan yang digerakkan
oleh tenaga mekanik, yaffg
perusahaan atau perwaki-
).annya berdomisili di wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat ff
Pati;

Reklame udara adalah re-
klame yang diselenggarakan
dengan menggunakan gas,
pesawat atau alat lain yang
sejenis;

Reklanre suara adalah re-
klame yang diselenggarakan
dengan menggunakan kata-
kata yang diucapkan dengan
atau suara yang ditimbulkar"r
dari atau oleh penggunaan
alat atau pesawat apapun;

Reklime Fitmy'Slide adalah
rekLame yang diselenggara*
kan dengan cara menggunakan
klise berupa kaca atau
film, atau bahan*bahan }ain
yang sejenis sebagai alat
untuk diproyeksikan dan
atau diperagakan pada layar
atau benda Iain selain
pesawat televisi;

Reklame peragaan adalah
reklame yan{, diselenggara-
kan dengan cara memperaga-
kan suatu barang dengan
atau tanpa disertai suara;

pasalr._.3...-

g.

h-

I"
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Pasal

3 huruf a

3 huruf c

dan b
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: Cukup jelas.

: Dikecualil<an dari obyek pajak
reklame lainnya adalah :

a - Reklame yang semata*niata
rnengenai pemil"ikan dan atau
peruntukan tanah, dengan
ketentuan Luasnya tidak
rnelebihi L/4 nZ dan dise-
lengga rakan diat.as t.anah
t:ersebut ;

Reklame yang semata*mata
rnemuaL nama dan atalr p.eker-
jaan dari orang atau Badan
yang menempati tanah dimana
rekLame tersebut diseleng-
garakan, dengan ketentuan
luasnya tidak melebihi L/4
iltL t

Reklame yanmg diselenggara-
kan ol.eh suatu perusahaan

trada kendaraan milik l';en*

darabn tersebut, yang
sernata*mata mengenai nama

atau sebutan umum parusa-
haan yang bersangkutan dan

luasnya tidak tebih dari
1/4 mZ i

Reklame yang cliselenggara-
kan pada suatu kendaraan
!'ang be rasal da ri I ua r
wileryah Daerah dan berarda

di. wilayah tersabut tidak
Iebih dari 7 x 24 jam,
berturut,-turut ;

b.

c.

d.

e. Reklame .rq- -



L

Pasal

PasaL

PasaI

PasaI

4 ayat (1)

4 aat (2)

C" s/d pasal 7

I
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e- Reklatnts yang merupakan
reklanre suara apabi 1a

' rn€nur ut -pendapa ! Bupati
' liepala Daerah penyelenggara

annya termaguk golorrgarl
penjaja at,au pengusaha
keciL ;

: Cu!'.up jerlas-

: Yang bertanggung jawab atas
pembayaran Pajak Reklame

adalah :

a. UnLul< perorangan adalah
yang bersangkutan atau
kuasanya i

b. Untuk Badan Hukum adalah
Pengurus atau kuasanya-

Penyelenggara reklame diwajib-
kan unfuk memelihara rekLame
yang dipasrang agal^ selalu
dalam keadaan baik serta
meimbongkar dan menyingki rkan
reklame yang bersangkutan
s€rgera setelah berakhi rnya
masa pajak apabila pemasangan

reklanre tarsebut tidak diper*
panjang lagi -

Cukup jelas-

Bupat,i Kepala Daerah berwenang
menunj uk Di nas Teknis untuk
melaksanakan pembongkaran atas
pernasangan rekiame yang teLah
berakhir' masa pajaknya dan tidak
diperpanjang Lagi t,etapi belum
dibongkar oLeh penyolenggara
reklalne

Biaya



5r Fasa1 9 s/d pasal es

Pasa1 .e$ ayat (2)

Pasal 96,

pasal ri.?

ayat (2) dan

Pasal 1$ s/d pasal
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Biaya untuk melaksanakan pembong-
karan ditetapkan oleh Bupati
Kepala Daerah dan dibayar- pada
kesempatan perLama pada saat
membayar pajak serta cjisimpan
pada rekening khusus Dinas penda*
patan Daerah Tingkat II Fati.
Apabila pEmbonmgkaran reklame
dilaksanakan oleh penyelerlggara
reklanle,'biaya pembongkaran
rekLarne tersebut dapat diminta
kembali -

: Cukup jelas-

Surat Teguran dan Surat Feri-
ngatan atau Surat lain yang se -
jenis adalah surat yang diterbit
kan oleh Pejabat dikarenakan pe-
nanggung Pajak tidak melunasi
utang pajak sanrpai dengan tanggal
jatuh ternpo pembayaran.

Cukup jelas.

$urat Paksa adalah surat perin -
tah rnembayar utang pajak dan
biaya penagihan pajak-

4f : Cukup jelas.

(3) :


